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Menimbang

BI'PATI BAEITO TIMI'R,

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan trremerintetran daerah dalam melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan

kemandirian daerah;

bahwa untuk meaingkatkan pelayalan, daya guna dan hasil

guna pemungutan pajak hotel dan pqiak restcran perlu

d.iatur Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan

Pajak Restoran;

bahrnra berdasarkan pertimbangaa sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pqiak Hotel dan

Pajak Restoran;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan { Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, TambaJran

kmbaran Negara Republik Indcnesia Nomor 32621

sebagaimana telah beherapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Uadang Nomor 16 ?ahun zOOq tentang Penetapan

Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Namor 5

Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 ?ahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan meng'adi Undang-Undang {Lembaran

Negara Republik Iadonesia Tahun 2AAg Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953
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Menimbalg

BIIPATI BARITO TTMIIR'

a. bahwa p4iak daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan pemerintatran daerah dalam melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan

kemandirian daerah;

bahwa uatuk meningkatkan pel,ayataa, daya grula dan hasil

gurra pemungutan pqiak hotel dan pajak restoran perlu

diatur Pedoman Pelaksanaan Pemuagutan Pajak Hotel dan

Pajak Restoran;

bahwa berdasarkaa pertimhangan setragaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan Pereungutan Pajak Hotel dan

Pqiak Restoran;

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan { Lembaran Negara

Republik Iadonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indoaesia Nomor 32621

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

UndanpUadang Nomcr 16 Tahun 2OOg tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penggarrti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2OO8 tentang P*rabahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2009 Ncmor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indaaesia Nomcr 4953
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3.

undang-uadang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan

pajak deagan surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan

undalg-undang Nomor 19 Tatrun 20oo teatang Perubahan

atas Undalg-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang

penagihan Pajak dengan surat Faksa {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Eersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Neptisme {Lemharan Negara Republik Indonesia

Tahun 19qq Nomor 73, Tambahan tembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OOZ tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunuag Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung

Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan

Tengah; {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa2

Nomcr 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4180);

Undang-Und.ang Nomor 14 Tahun 2O02 tentang peradilan

pajak {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor ?7, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987);

Undalg-Undang Nomor 28 Tahun 2COg teatang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah {Iembaran Negara Republik

Indonrsia Tahun ?0S9 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Iadonesia Nomor 50a9);

Undang-Undaag Namor 23 Tahun 2*14 tentang

Pemerintahan DaeraJr {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2*14 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 55S?) sebagaimana telah

tretrerapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O1-4 tentang

Pemeriatahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahal Lembaran Negara Nomor

567e);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata

Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan

5.
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata

cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan surat

Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOONomor 247, Tambahan kmbaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4049);

10. Peraturan Pemerintatr Nomor 136 Tahun 2SOO tentang Tata

cara Penjualal Barang sitaan yaflg dikecualikan dari

Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan

Pajakdengan Surat Paks. {Lemtraran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ooo Nomor 248, Tambahan Lembaran

Negara Republiklndonesia Nomor 4O5O) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentangTata

Cara Penghapusan Piutang NegaralDaerah {Lembaran

Negara Republik Indaaesia Tahun 2005 I'{omor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44SSl sebagaimana telah diutrah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun ZDfi tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor L4 ?ahun 2005

tentang Tata Cara Penghapusan Fiutang Negara/Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2AL7 Nomor

2O1, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

611e);

12. Peraturan Pemerintatr Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

cara Pemberian dar1 Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daeratr dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republi.k

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaral

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintstl Nomor 55 Tatrun 2OL6

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pqjak

Daerah {I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2416

Nomor 244,Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia

Nomor 5950);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.AT /2418

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Paiak Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1B Nomor 1852);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun

2A18 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Timur Tahun 20L8 Nomor 2).
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Menetapkau :

}TTMI'TTT$ITAII :

PERATI'RAfr BUPATI TElTTAilG PEDOMAIT PTLAI(SAITAAII

PEMIIITGUTAIT PA"'AK HffTEL DAIT PA"'AT RESTONA$.

BAB I
KTTTSTUAil I'MI'!il

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito ?imur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati setragai rrnsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksagaan urusan

Pemerintahan yar-g menjadi kewenangan d.aerah otoaom.

3. Bupati adalah Bupati Barito fimur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disiagkat

DPRD adslah Dewan Per:sakilaa Rakyat Daeratr Kabupaten

Baritc Timur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretsris Daerah Kabupaten Barito

Timur.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

Perpqiakaa daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

7. Satuan Kerja Peraagkat Daerah yang selar:$utnya disebut SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

8. Kas Daerah adatah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito

Timur.

9. Badan adalah sekumpulan CIrang dar/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukaa usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroall terbatas,

perserolt komanditer, persieroan lainnya, Badan usaha milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, Firrna, kongsl dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa,

organisasi Sosial Politik atau orgarrisasi lainrrya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak irrvestasi kolektif dan

bentuk usaha tetap.



l0.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat

BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito

Timur.

11.Kepa1a Badan adatah Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barito Timur.

Lz.Pdak Hotel adalah P{ak atas Pelayalan yanLg disediakan oleh

Hotel.

13.Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/

peristkahatal tennasuk jasa terkait lainaya dengal dipungut

hayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, nrmah penginapan dan

sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

{sepuluh).

14.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh restoran.

15.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dal/atau

minuman dengan dipungut bayarant, yaag mencakup juga

rumah rrakan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya

termasuk jasa ttogal katering.

16.Nomor Pokok Wajib Pdaf< Daerah untuk selaqjutnya disetrut

NPWPD, adalah riomor yang diberikan kepada $rqiib Paiak

Daerah sebagai sarana dalam arltninistrasi perpajakan daerah

yang dipergunakan setragai taada pengenal diri atau identitas

W4iib Pqiak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpqiakannya.

17.Masa Pqiak adalah janska waku 1 {satu} bulan kalender yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor

dan melaporkan pajak yang terutang.

lS.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaidari

penghimpunan data objek pajak dan subjek pqiak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiataa pnagihan pajak

kepada Wqiib Pqiak serta pengawasan penyetorannya.

19.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selaqiutnya disingkat

SPTPD, adalah surat yang oleh lVajib Pajak digunalal untuk

meiaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak danlatau bukan objek pqjakdan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan keterrtuan" peraturan perundang-

undangan perpeiakan daerah.
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20.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dlsingkatSsPD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pqiak yang teiah

d.ilakukan derrgaa menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran

yang dituqiuk oleh Bupati.

2l.Surat Ketetapan PEak Daerah Kurang Bayar yangselanjutnya

disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukal besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kreditpajak,

jumlah kekurangan pembqvaran pokck pajak, besarnya sanksi

administratif dan jumlah pqiak yang masih harus dibayar.

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambatran yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah SuratKetetapan Pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan.

23.Surat Ketetapal Pajak Daerah Nihil yang selarS'utnya disingkat

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah pckok pajak sama besarnya deagan jumlah kredit pajak

atau paiak tidak terutang dan tidak adakredit p4iak.

24.Surat Ketetapan Pajak Daerah l€bih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karenajumlah kredit pdak lebih besar dari pada pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang.

25.Surat Tagihan Pqiak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD,

adalah surat untuk melakukan tagihaa pqiak danlatausanksi

administratif berupa bunga danlatau denda.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah yang terd,apat dalam

Surat Pemtreritahuan Pqiak Terutang, Surat Ketetapal Pajak

Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusal Keberatan.

27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap Surat Pemtreritahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB

atau terhadap pemctongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

yang diajukan oleh Wajib Pdak.

23.Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak

atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat

diajukan barrding, berdasarkan ketentuan peraturan
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29.Putusa1 Banding adalah putusaa Badan Peradilan Pajak atas

banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diqjukan

oleh Wajib Pajak.

3Q.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keteralgan dan/atau bukti yang dilaksanakan

secfira otrjektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakaa daerah danlatau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakaa ketentuan peraturan peruadang-undangan

perpajakan daerah.

31.Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan peiak

yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan

surat paksa, peayitaan dan penya*.deraa.rt'

32.Surat Paksa adalah surat perintak memhayar utang pajak dan

biaya pnagihan pajak.

33.Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan

pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib

Pajak atau Penanggung Paja-k tanpa me$rmggu jatuh tempo

pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua

jenis pajak, Masa P4iak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

34.Surat Pendaftaran otrjek Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak

untuk mendaftarkan diri daa melaporkan objek pajak atau

usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten barito

timur.

35.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi

pemenuhan kewqjitran perpajakan wajib pqiak dan

menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

36.Hari Kerja adalah hari Kerja Bapenda di mulai hari senin

sampai deagan Jumat, deng*.a rata-rata operasi mulai dari

puku18 pagr sampai dengan pukul 4 sore ibusiness day).

S7.Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal

termasuk hari Sabtu, hari Minggu das hari bertanggal merah.
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BSB II
PA"'AK IIOTEL

Pasal 2

(1) Pajak Hotel dipungut atas setiap playanan yang disediakan

oleh hotel.

{2) Objek Pqiak Hotel adalah pelayanan yarrg disediakan oleh

Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penudang sebagai

keleagkapan hotel yang sifatrrya memberikan kemudatran dan

kenyamanan, fasilitas olahraga darr hiburan"

(3) Jasa penunjalg sebagaimana dimaksud pada ayat {2) adalah

fasilitas telepon, fraksimile, teleks, internet, fotoccpy, pelayanan

cuci, setrika, translrcrtasi dan fasilitas sejenis lainnya yang

disediakan atau dikelola hotel.

(4) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} adalah:

a. Hotel;

b. Motel;

c. l-osmen;

d. Gubuk pariwisata;

e. Wisma pariwisata;

f. Pesanggrahan;

g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 {sepuluh);

h. Rumah penginapan.

(5) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} adalah:

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. Jasa se\i/a apartemen, kcndominium dan sejenisnya;

c. Jasa tempat tinegai dipusat pendidikan atau kegiatan

keagamaan;

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asratna perawat, panti

jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yarg sejenis;

dan

e. Jasa biro pe{alanan atau perjalanan wisata yang

diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh

umum.
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P*saI 3

Subyek P4jak Hotel adatah orang pribadi atau

melakukan pembayaran kepada orang pribadi

yang meagusahakan Hatel.

Wqiib Pajak Hotel adalah ora$,g pribadi atau

mengusahakan Hotel.

badan yang

atau Badan

Badan yang

BAB III
PA*IA}I RTS?ORAIT

Pasal 4

(1) Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan restoran.

(2) Objek Pajak restcran adalah pelayanaa yang disediakan aieh

restoran.

(3) Pelayanan yang disediakan Restoran setraga'imana yang

dimaksud pada ayat {1} meliputi pelayanan peqjualan

makanan dal/atau minuman yang dikonsumsi oleh pemtret,

baik dikosumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

(4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud

pada ayat {2}, meliputi:

a. restoran;

b. rumah makan;

c. kafetaria;

d. kantin;

e. $rarung;

f. depot;

g. bar;

h. pujasera;

i. toka roti; dan

j. jasa boga/katering.

{5) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} adals} pelayanan yang disediakan oleh restoran

yang nitai penjualanl amsetrya tidak melehihi Rp. 3.000.000,-

(tiga juta rupiah) setiap bulannya.
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(1)

(2)

Pasal 5

Subjek Pajak Restoran adalah orarlg pribadi atau Badan yang

membeli makanan dan/atau miauman dari restoran ata.u

rumaJr makan. Kafetarianlpujasera, kantin, wa11[19, bar, dan

sejenisrrya termasuk jasa troga/ kateriag;

Wajib P4jak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan restoran atau rumah makan.

BAB IV

DASAn PTIEGEITAAIT, TARItr. Pr"rArt DAlt UASA PA"rArr

Pasal 6

{1) Dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah

jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima Hotel dan

Restoran.

{2} Jumlah pembayaran yang sehan"rsnya diterima sebagaimana

dimaksud ayat {1} merupakan harga jual mRkanan atau

minuman dan/atau pelayanan yang ditrerikan kepada

penerima jasa hotel dan restoran.

Pasal ?

Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditetapkan seksar LAo/"

{sepuluh persen} dan rumah kost ditetapkan sebesar SYo {lima

persen).

Pasal 8

{1) Besarnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang

ditritung dengan cara mengalikan dasar trrengenaan pajak

sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 ayat {1} dengan tarif

sebagaimana dimaksud pada pasal 7.

(2) Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dipungut di

daerah.

Pasal 9

Masa PEak Hotel dan Pqiak Restoran adalah jangka waktu yang

lamanya 1 {satu} bu}an kaleader.

1
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BAB V

TATA CARA PELI$TSAISAA!5 PTMI}ITGU?AIIT

PA*'AT{ IIOTEL DAN PAJATT RESTORAIT

Bagian Pettama

Umun

Pasal 1O

Tata cara pelaksaflaan trremungutan Pajak Hotel dan Pajak

Restoran meliputi:

a. Pendataan danlatau pendaftaran;

b. Penghitungan dan PenetaPan;

c. Penagihan;

d. Pembukuan dan Pengalrlasar}..

Bagian Ke{ua

Peadataau da*/atau Pendaftaran

Pasal 11

setiap wqjitr Pajak Hotel dan Pajak restoran yang telatt

memenuhi persyaratan perpajakan daerah wajib mendaftarkan

usahanya ke BAPENDA untuk ditetapkan sebagai wajib Pajak

hotel dan dan wajib pajak restoran dan kepadanya diberikan

NPWPD.

Dalas hal wajib Pajak Hotel dan wajib Pqiak Restoran tidak

mendaftarkan diri setragaimana dimaksud pada ayat {1} Kepala

Badan dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan

peadataan d"an/atau data yaag dimiliki oleh daerah'

Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat tU
dilakukan sebagai berikut:

a. Pengusaha/penanggungfawab atau kuasanya mengambil,

mengisi da-n meaandatangani formulir pendaftaran yang

telah disedial<an.

b. Formulir pendaftaran yaIlg telah diisi daI1 ditandatangani

disampaikan ke BAPENDA dengan melampirkan:

1. Fotokopi KTP Pengusahal penerima kuasa;

2. Fotokopi Surat Uin Usaha;

3. Fotokopi akte pendirian usatra, jika ada;

(1)

(2J

{3}

sp&ffiq&ffi
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4. Surat kuasa apabila pengusahal penanggungiawab

berhalangandengandisertaifotokopiKTPdaripemberi

kuasa.

c. Berkas yang telah lengkap harus disampaiakan ke Bidang

Pajak Daerah paling lambat ? {tujuh) hari sejak yang

bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran'

Berdasarkan keteraagan liilqiib P4iak Hotel dan wajib Pajak

restoran serta data yang ada pada forrnulir pendaftaran Kepala

Badan m.enerbitkan:

a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pajak; dan

b. Kartu NPqrPD.

Bentuk dan format formulir pendataan dan pendaftaran wajib

pajak Daerah sebagaimana tercantum pada l,ampiran I dan

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengbftrragaa da"n PeretaPalr

Pasal 12

pajak Hotel dan Pajak Restoran dipungut dengan sistem

pemungutan pajak yang membebankan penentuan

besaran p{ak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak

yang bersangkutan{sgstem Self Assessmer$}yang

penghitungan besarnlra p4ak terutang ditetapkan Bupati atau

pejabat dalafl hal illi Kepala Badan dengan menerbitkan

SKPD.

setiap wajib Pajak Hotel darl wajib Pajak Restoran wqiib

mengisi SPTPD.

sFTpD sebagaimana rlimaksud pada ayat t2) harus diisi

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatalgani oleh

Wajib Pajak atau kuasanya.

spTPD ya*g dimaksud. pada ayat (2t harus disampaikan

kepad,a Kepala Badan selambat - lambatrrya 1o (sepuluh) hari

setelatr berakhirnYa masa PAiak.

Bentuk dan format formulir SPTFD sebagiamana dirnaksud

pada ayat {2} terca:rtum dalas Lampiran Itr yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati irri'

(s)

(U

{21

(3)

t4)

(5)



{1)

{2)

Pasal 13

Kepala Badan melakukan verilikasi terhadap SPfPD yartg

dilaporkan oleh Wqjib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.

Verifikasi terhadap SPTPD sebagimana dimaksud pasa ayat (1)

dilakukan dengan cara mencocokkan laporan yang

disampaikal oleh Wajib Paiak Hotel dan Wajib Pajak Restoran

dengan penghitungan yang dilakukan.

Hasil verilikasi setragaimana dimksud pada ayat {1} sebagai

dasar penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan

SKPDN.

Pasal 14

Berdasarkan SPTPD sebagaimata dimaksud dalam Pasal LZ 13

ayat i1), Bupati melalui Pejabat menetapkan pajak terutang

dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak atau

kurang bayar setelatr waktu paling 1.arr,a 30 (tiga puluh) hari

sejak SKPD diretima, dikenakal sanksi administrasi berupa

bunga 2o/o {dua persen} sebulan dan ditagih dengan

menerbitkan STPD.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 {lima} tahun sesudah terutangnya

pajak, Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT; dan

c. SKPDN.

l2l SKPDKB sebagaiman dimaksud pada ayat (U huruf a

diterbitkan:

a. apabila trerdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan

lain pajak yarrg terutang tidak atau kurang trayar,

dikenakan sanksi admirristrasi trcrupa bunga sebesar 2%"

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pqiak;

(3)

t1)

(21
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b. apabila sF,rrPD tidak disarpaikan dalam jangka waktu

yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga Za/a {dta
persen}sebulanditritungdaripajakyaxgkurangatau
terlambat dibayar untuk janska waktu paling lama 24 ldua

puluhempat}buland.ihitungsejaksaatterutangnyapaja};

dan

c.apabilakewajibanmengisiSPTPDtidakdipenuhi,pqiak
yang terutang ditritung secara jabatan dall dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25Ta (dua

puluhlimapersen}daripokokpajak,ditambahsanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak ya.ng kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka watrrf* pafing lama 24 {dua puluh

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pqiak'

t4J SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b

diterbitkan apabila diteatukan data traru atau data yarlg

semula terungkap yarg meyebabkan penambahan jumlah

pqiakyangterutang,akandikenakarrsarrksiadministrasi
berupa kenaikan sebesar 10070 {seratus persen) dari jumlah

kekuranga"n Pajak tersebut.

t5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf b

diterbitkan apatrila jumlah pajak yang terutaag salna besarnya

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit Pajak.

{6} SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf b

d.iterbitkan apabila jamtah paiak yang terutang sama besarnya

dengal jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit Pajak.

{71 apabila kewajiban membayar pajak terutang dalem SKPDKB

dan sKPDKBT setragaiman dimaksud pada ayat {2) huruf a

rlan huru.f b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar c1alam

jangkawaktuyangtela}rditentukan,ditagihdengan
menerbitkag STPD ditaabah dengan sanksi administrasi

bempa Lrungan Za/a ld:ua persen) sebulan'

(S) penambahan jumlah pajak yaxg terutang sebagaimana

dimaksud pad.a ayat {4} tidak dikeaakan apabila wajib pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukarnya tindakan

pemeriksaan.

P^d.t $RA,F



Fasal 16

Bentuk dan forrnat formulir $KPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tid8k terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

Bagian l(eemPat

PeaagiAaa

Pasal 17

(1) Kepala BAPENDA wajib :

a. menyampaikan surat pmheritahuan dalam jangka waktu 7

{tujuh} ha-ri sebelum jatuh tempo pembayaran yang

tercantum dalam SKPD;

b. meny*mpaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari setelah jatuh tfmpo pembayaran yang

tercarrtum dalam SKPD, apatrila wqjib paiak tidak

melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang;

c. menysrnpaikan surat teguran paling lama 3O {tiga puluh)

hari setelah jatuh temp lxmbayaraa, apabila wajib pajak

tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang

setelah disampaikan surat peringatal.

t2) wajib pqiak harus melunasi Pajak terutang paling lama 7

{tujuh} hari setelatr tanggal surat teguran sebagimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.

(3) Bentuk dan format surat teguran setragimana dimaksud pada

ayat {1} huruf c tercantum dalam l^ampiran v yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

(4) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaiman dimaksud

dalarn ayat (1) huruf c, hutang pqiak belum dibayar maka

dalaff tempo paling lama 7 ttqiuh) hari BAPENDA wajib

menerbitkan STPD.

(5) STPD sebegrmana dimaksud pada aryat {4) memuat

perhitungan jumlah pokok pajak terutang ditambah dengan

sanksi bunga seksar Za/o {&ta persen} per bulal dan/atLu

denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 {tujuh) hari

setelah diterbitkan STPD.

Fs^&Fq,&F
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(6) Apabila wqiib pajak tidak melunasi pajak terutang snmpai

dengan batas waktu sebagimana dimaksud pada ayat {5} maka

wajib pajak dinyatakan telah memgikan keuangan daerah dan

akan diperoses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

- undangan.

Pasal 18

(1) Kepala BAPENDA menerbitkan STPD apabila:

a. pqiak dalam tahun berjalar tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian danlatau pemeriksaan diketahui

adanya kekurangan bayar akibat kesaiahan tulis dan/atau

kesalahan hituag; dan/atau

c. wqjib pajak dikenaka* sanksi administardf krupa bunga

danlatau deada.

{21 Jumlah kekurangal pajak yang terutang dalam STPD

sebagiman dima-ksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

ditambah dengan sanksi admiaistratif berupa bunga sebesar

2"/o {dua persen} setiap bulan untuk paling lama 15 (lima

belas) bulal sejak saat terutang pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelatr jatuh tempo

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar ZYo (dua persen) sebulaa dan ditagih melalui STPD.

Pasal 19

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar

oleh wajib pajak pada wa-ktunya dapat ditagih dengan Surat

Teguran.

12\ Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Paksa segera setelah

lewat 21 {dua puluh satu} hari sejak tanggal surat Teguran

dikeluarka;r.

(3) Penagihan pdak dengan surat paksa dilaksanakaa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan

perpajakan.

(4) Bentuk dan format Surat Paksa sebagtmana dirnaksud pada

ayat {2) tercantum dala-m La:npiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



t1)

B.giaa I{eliaa
Pembukuan daa Perrcatatar

Pasal 2O

Setiap \Itdih Pqiak yang melakukan usaha dengan omzet

paling sedikit Rp. 30O.0SO.S0S,C0 {tiga ratus juta rupiah) per

tah*n wajib menyelenggarakan pembukuan-

Tata cara pembukuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut sebagr berikut:

a. pembukuan sekuraag - kuraagnya

pengeluaran dan saldo;

b. pembukuan diselenggarakan

berdasarkan urutan waktu;

c. apatrila wajib pajak atau penal}ggung pajak memiliki iebih

dari 1 {satu} usalra mska pemtrukuan dilakukan secara

terpisah;

d. pembukuan didukung deagan dokumen lain yang menjadi

dasar perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

sehingga dapat diketahui omzetnya;

e. neraca; dan

f. laporan rugi latra usaha.

{3) Setiap wajib pajak atau penanggung pajak yang melakukan

usaha dengan amz,et dibawah Rp. 3OO.OO0-000,00 {tiga ratus

juta rupiah) per tahun dengan melakukan rekapitulasi nilai

omzetnya yarg trerupa pendapat*n yang diterima secara

teratur yang dapat menjadi dasar ustuk mengtritung besarnya

Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang-

(4) Tata cara wajib pajak melakukall rekapitulasi nilai cmzet

sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, adalah setragai berikut:

a. menyeleaggarakan rekapiil"rlasi tentang peadapatan bruto

usahanya secara lengkaP dan benar;

b. rekapitulasi diselenggarakan

berdasarkan urutan waktu;

secara kronologis

c. apabila wajib pqiak atau penanggung pajak memiHki lebih

dari 1 {satu} usaha maka r:ekapitulasi d"ilakukan secara-

terpisah; dan

d. rekapitulasi d.idukung dengan dokumen laia yang menjadi

dasar lrerldtungan Pajak Hctel dan Pajak Restoran berupa

karcis atau dokumen lainnya.

(5i Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3}

diselenggarakaa dengan sebaik-baiknya dan harus

mencermink*n keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

(21

memuat pemasukan,

secara kronologis

p&sqet
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l2l

(3)

Pasal2l

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A

dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan

norma pembukuan yalg berla-ku.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat tU dapat

dijadikan dasar uatuk menghitung besarnya Pajak Hotel dan

Pajak Restoran yang terutang.

Pembukuan atau pencatatan serta rekapituiasi serta

dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha

atau pekerjaan dari wqfitr paja-k atau penarlggung pajak

disimpan selarna 5 {lima} ta}run.

Pasal 22

(U Pelaksalaan, pemtlerdayaan, pengawasan dan pengendalian

Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditugaskan kepada

BAPENDA.

(2) Dalam melaksanalan tugasnya BAPtrNDA dapat berkerja

sama dengan Instansi terkait.

BAB VI
PTMBAYARAIT

Pasal 23

Wajitr Pqiak Hotel dan wqjih Pqiak Restoran membayar atau

menyetor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang

dengan menggunakal SSPD atau dengan menggunakan

dokumen yang dipersamakan.

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan seka-ligus dan

lunas di Kas Daerah pada rekening Kas Daerah.

Apabila batas waktu pembayaran berlepatan pada hari libur,

maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari ke{a
berikutnya.

(4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelatt

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

keterlambataa sebesar Za/o {d:ua persen} sebulan untuk jangka

waktu pating lama 24 {dua puiuh empat} bulan dan ditagih

f:t$hfe^dh F
KABAS Htit(Utt EEPAIF"*PD ,\$s, -zi. $EKOA

{ r (

(1)

{2}

(3)

dengan STPD.
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(5) Pembayaran atau penyetoran pajak Hotel dan pqiak Restoraa

sebagaimana rlimaksud pada ayat {1} dibayar oleh Wqiib
Pajak Hotel dan lYajib Pajak Restoran ke Bank yang ditunjuk.

BSB VII
PTITGURAITCATY DAIII NTRIrIGAIT.*.1r PA.IAIt

Pasal 24

Bupati herdasarkan permohonan wqjib pajak dapat
merc.berika:r pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan
Pajak Restoran yang terutang.

Besarnya pemtrerian pengurangan atau keringanan pajak

Hotel dan Pajak Restoraa seb*gaimana dimaksud pada ayat

{1) ditetapkan oleh Bupati.

Pemberian pengurangan dan keringanan pajak Hotel dan
Pqiak Restoran terutang pating banyak 257o {dua puluh lima
persen).

Tats cara pemtrerian pengurangan atau keringanan pajak

Hotel dan Pajak Restoran yang terutang diatur sebagai

trerikut:

a. permohonan peagurangan atau keriaganan Fajak Hotel

dan Pajak Resioran yang terutang disampaikan secara

tertulis dalam Batrasa Indonesia kepada Bupati Up.

Kepala Badan disertai alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungiawabkan dengan melampirkaa fotokopi

KTP dan SPTPD {apabila dikuasakan wajib melampirkan

surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- {sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa);

b. berdasarkan permohonal sebagiamana dimaksud pada

hurrrf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan
permohonan pergurangall atau keringanan Pajak Hotel

dan Pajak Restoran yang terutang;

c. apabila alasan permahonan trrengurangan dan

keringanan Pajak Hatel dan Pajak Restoran yang

terutang dikabulkan, maka Bupafi menerbitkan
keputusan pengurangan atau keringanan kerinaganan

P4iak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang;

(3)

(4\



d. apabila perrnohonan trrengurangalldan keringanan pqiak

Hotel dan Pqia.k Restoran yang terutang ditolak, Bupati
melalui Kepala Badan harus memberitahukan kepada

w4jib peiak disertai alasan penolakannya; dan

e. keputusaa pemberian pengurangan dan keringanan
Pqiak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang harus
disampaikan kepada wajib pqiak atau penanggung p4jak
paling lama 1 {satu} bulan sejak tanggal permohonan

diterima.

(5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan dan
keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (Zl tercantum dalam
Lampiran VII yaag merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati irri.

BAB VItr
PE1YGURAITGAIT ATAU PEIITGITAPT'SAS SA.IIKAI AI&IIUIS?RATIF

DAIY PEMBEIIILAIT, pElt{i{rRAItcAIt ATAU PSMBATALJU{

KTTBTAPAI5 PAJAN

Eagiaa Kesatl
Pengurargan atau Pengbapus+n S*n"ksi Adulnistratif

Pasal 25

Bupati melalui Kepala Badan dapat meagurangkan atau
menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan

kenaikan PEak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang

dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kehilafan

Wqiib Pajak Hotel dan Pajak Restoran atau bukan karena

kesalahannya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa

bunga, denda dan kenaikan Pajak Hotel dan Pajak Restoral
yang terutang dilakukan terhadap sanksi admirristratif yang

terdapat datam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

(1)

(21
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t3) Tata cara pengurangan atau penghapusan salksi
administratif sebagaima:ra dimaksud pada ayat {1), diatur
sebagai berikut:

a. wajib pqiak mengqjukan permohonan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala

Badan deagan q,lasan yang jelas dengan melampirkan

fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT

dalam waktu 7 {tujuh} hari kerja sejak diterbitkan STPD,

SKPDKB atau SKPDKBT" Apabila dikuasakan wqiib
melampirkan surat kuasa hrmaterai Rp. 1O.0OO,-

{sepuluh ribu rupiah} dan fotokopi KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Eadan menunjuk Kepala Bid.ang pajak

Daerah BAPENDA untuk melakukan pengkajian dan
penelitian;

c. hasil peagkajian dan penelitian disampaikan kepada

Kepala Badan sebagai dasar memberikan keputusan;

d. keputusan pmkrian pengurangan atau pnghapusan
sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. dalam jangka waktu paling lama 1 {satu} bulal setela}r

menerima permohonan sebagaiman dimaksud pada huruf
a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa

dikabulkan atau ditolak;

f. apabila setelah lewat jangka wahu 1 (satu) bulan

sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan

belum memberikan keputusan, maka permohonan

sslagaimara dimaksud pada huruf a dianggap

dikabulkan; dan

g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati

terhadap keputusan pemberian pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif.

t4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :

a. Memberitahukan kepada wqiib pajak atau penanggung

pajak disertai alasan penolakanaya; atau

b. Memerintalrkan kepada wajib pajak atau penanggung

pqiak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi

administratif dalam jangka waktu paling larna 7 (tujuh]
hari kerja.

s*&ffiAtr
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{s} Terhadap permchonaa yarrg disetujui atau karena jabatan

herdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan

mengurangkan atau menghapus sanksi administratif dan

memberikan catatan atau perbaikal pada STPD, SKPDKB

atau SKPDKBT.

fiiqiitt pajak atau trrenaaggullg pajak melakukan pembayaran

Pajak Hotel dan Pajak Restaran pating lama 7 {tqjuh} hari
kerja sejak disetujuinya permohonan sebagimana dimaksud
pada ayat {4}.

Bo€ian Kedua

Pembetulaa, Peugurangar, atau Pembatalan Ketetapan

PaJak Hotel daa Pajak Restoraa

Pasal 26

Bupati melalui Kepala Badaa berdasarkan permohcnan WajiLr

Pajak atau Penanggung Pajak dapat memktulkan SHPDKB,

SKPDKBT atau STPD, SKFDN atau SKPDLB yang da-lam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis danlatau kesalahan

hitung dan/atau kekeliruan penerapan keteatuan tertentu dalam

peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.

Pasal 27

Bupati melalui Kepala Badan atau trerdasarkan permohonaa wajib

pajak dapat:

a. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak trenar; dal
b. Memtratalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Hotel

dan Pajak Restaran yang diiaksaaakan atau diterbitkan tidak

sesuai dengan tata cara yaag ditentukan.

{6)
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(1)

Pasal 28

Pengurangan atau pembatalan Pajak Hctel dan pajak

Restoran yang terutang atas dasar permohonan Wqiib pajak

atau Penanggung Pajak diatur sebagai berikut:

a. Wajib pajak mengajukan pennohonan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala

Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak

ditertritkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB;

b. Surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan
dokumen berupa fotokopi:

c. Identitas diri yang sahlKTP, apabila dikuasakan wajib
melampirkan surat kuasa bermeterai bermaterai Rp.

1O.OOO,- {sepuluh ribu rupiah} dan fotokopi KTp penerima

kuasa;

d. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKpDLB yang

di4iukan permohonannya; dan

e. Alasan yang mendukung diajukannya trrermohonan.

{2) Pengajuan perrnohonan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaiman dirnaksud pada ayat {1} tidak dapat

dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan

kepada wajib pajak.

Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pqiak Hotel dan
Pajak Restoran kereaa jatratan dilakukaa sesuai perintah
Bupati melalui Kepala Badan atas usul Kepala Bidang pajak

Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya

temuan baru.

Pasal 29

Atas dasar permohonan wajib pqiak atau penanggung pajak

sebagiman dimaksud dalam Pasal 28 atau karena jabatan,

Bupati melalui Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak

Daerah untuk membatras pengurargarr atau pembatalan

ketetapan Pqiak Hotel dan Pqiak Restoran.

Hasil pembahasan sebagimana rlimalcsud pada ayat (1)

dilaporkan dengan melampirka:r telaah pertimbangan atas
pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan
P4iak Restoran.

PAFl'AF
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(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang pqiak Daerah dan
telaahan pertimbangan atas pengurangall atau pembataran

ketetapan Pqjak Hotel dan Pqiak Restoran, Kepala Badan
menetapkan Keputusan.

Kepala Bidang Pajak Daerah melakukarl proses penerbitan

keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Pa1'ak Hotel dan Pajak Restoran atau
keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan

ketetapan Pajak Pajak Hctel dan Fajak Restaral.

Pasal 3O

setelah diterbitkannya keputusaa pengurangan atau pembatalan

ketetapan Pajak Hotei dan Pajak Restoraa, Kepala Bidang pajak

Daerah segera:

a. Melakukan pembatalan ketetapan Pajak Hctel dan pqiak

Restoran yang lama atar m.emberikal catatan atau perbaikan

pada SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan

b. Memerintahkan kepada wajib pqiak melakukan pembayaran

Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang paling lama T

(tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB I}(
I{TBTRATAIT DAIT BA$DIITG

Pasal 31

t1) Wajib Pajak dapat meagajukan keberatan hanya kepada

Bupati Up. Kepala Badan atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SI(PDI{BT;

d. SKPDLB; dan

e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat {1),

hams disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

paling laroa 3 {tig"} bulan sejak tanggat SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib p4jak atau
penanggung pajak, kecuali apabila Wajib pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu it* tidak dapat dipenuhi

(4)

p&sa.@,F
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(1)

(2\

{3) Keheratan dapat diajukan apabila \fajib Pdak telah membayar

paling sedikit sejumiab yang telah disetujui Wajib Pajak.

(a) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka paling lama 12 {dua

belasi hulan sejak tanggal surat permohonan keberatan

sebagairoana dimaksud pada ayat {21 diterima" sesudah

memberikan keputusan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 12 {dua belas} bulan sebagaiman

dimaksud pada ayat {2}, Bupati melalui Kepaia Badan tidak

memtrerikan keputusan, permohonan keberatan dianggap

dikabulkan; dan

{6) Pengqiuan keberatan setragaimana dimaksud pada ayat tl)
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Fasal 32

Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoraa dapat mengajukan

permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap

keputusaa mengenai keberatan yang ditetapkan Bupati"

Perrnohonan bandiag *ebagaima-na dimaksud pada ayat {1i

diajukan secara tertulis dalala Bahasa Indonesia, dengan

alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 {tiga} bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri Salinan dari surat keputusan

keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding fiieaangguhkan kewajiban

mambayar pajak sampai dengan 1 {satu} bulan sejak tanggal

penerbitan Putusan Banding.

Pasal 33

Apabila pengajuaa ketreratan sebagainaaaa dimaksud dalam

Pasal 31 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

dikatlulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran

pajak dikembaiikan dengan ditambah imtralan 2a/o {dl.;ia persen}

setrulan untuk paling lama 24 {dua puluh empat} bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dihitung

sejak hulan pelunasan sampai dengan ditertritkannya SKPDLB.

(3)

t1)

{2}

PAFIAF
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Pasal 34

(1) Atas kelebitran pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran,

wqjib pajak atau Fnanggung pajak dapat mengajukan

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada

Kepala Badan.

(21 Kelebihan pemtrayaran setragimaaa dimaksud pada ayat (1)

teqjadi apahila:

a. Pq3ak Hotel dan Pajak Restoran yang ditlayar ternyata lebih

besar dari yang seharusnya terutang; atau

b. diiakukan pembayaran Pajak Hotel dan P4iak Restoran

yang tidak seharusrrya terutang.

(3) Permohonan sebagairrana dimaksud pada ayat t1) harus

memenuhi persyaratan:

a. peru.ahonan diqiukaa secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia dengan rrlencantumkarr besarnya pengembalian

yarg dimohankan disertai alasan yang jelas;

b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wqjib pajak atau

fotokopi identitas peaerima kuasa apabila dikuasakan;

c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti
pembayaran yang sah; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau

perranggung pqiak, dalam hal ditaadatangani oleh Lrukan

wajitl pajak atau peaanggurrg pajak harus rlilampiri surat

kuasa bermaterai Rp. 10.0G0,- {sepuluh ribu rupiah}.

Permohonan Pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dianggap buka* sebagai

permohonan sehingga tidak dapat diperlimbangkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau peaeliti.an terhadap

permohonan pengemhaiian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam janska waktu paling lema 12 {dua belas) bulan sejak

tanggai diterimanya permohonan pengembaliaa kelebihal
pembayaran Pajak Hctel dan Pajak Restoran, Bupati melalui
Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan

menerbitkan SKPDLB.

{4)

(s)



t6) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat {5}

terlampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak

memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran Pqiak Hotel dan P4iak Restoran dianggap

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan daia-m jangka

waHu paling lama 1 {satu} bulan.

Apatrila Wajib Pajak atau Peaanggung Pajak memiliki utang

pajsk lainn5ra, kelebihan lxmbayaran Pajak Hotel dan Pajak

Restoran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu atalg pajak tersebut"

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak

Restoran dilakukan dalam jalgka waktu paling lama 2 (dua)

trulan sejak ditertritkarurya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan Pajak Hatel dan Pajak Restoran

dilakukan setelah lewat 2 {dua} bulan, Bupati memberikan

imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas

keterlamtratan lrembayaran kelebihal pembayaran Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 35

Dalam hal \Ifajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak

mempulryai utang pajak, maka pengemba-lian Pajak Hotel dan

Pajak Restoran dilakukan dengan m.enerbitkan Surat

Perintah Pencarian Dana {SP2D} atas kelebihan pembayaran

Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak HoteL dan Pajak

Restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian

pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun

anggaran bedalan.

SP2D atas kelebihan pembayaran Pdak Hotel dan Pajak

Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,

dibebalkan pada mata anggaran tak terduga.

{71

(B)

(e)

(u
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Pasal 36

Peraturan Bupati iai mulai berla}u pada talggal diundangkan.

Agar setiap or:rng mengetahui:rya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah

Kabupatea Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang

Pada 
"anggat 

31 gti 2427

BI'PA?I BAAITO TIMUR

Diundangkan di ?amiang Layang

Pada Tanggal 3t 0,1,(, 2*2t

FERITA DAERAH KAI}UPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2DT NOMOR

,'T-

SEKRTTARIS DATRAII



PTTJELASAII

ATAS

PERATURAil BI]PATI BARI'TO TIUI'R
lrorfioR B rAHUlr 2f,21

TIIT?AITG

PEDOMAIT PELAKSAITAAIT PEUI]T(iU?Afr PAJAI( HOTEL DAI{ PA*'AI( RTSTORAN

UHUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber trrendanaan yang sangat

penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah dan

penerimaan daerahyang berasal dari Pajak Daerah dari uralstu ke waktu harus

ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan egar peranan Daerah dalam memenuhu

kebutuhan Daerah khususnya dalam hsl penyediaan pelayanarr kepada

masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu pajak yarrg dapat dipungut Daerah Kabupaten Barito Timur

sesuai dengan Undang - Undang Nom.or 28 Tahun 2OOq tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daera-h

Kabupaten Barito Timur Nomor 2 ?ahun 2018 tentang Pajak Daerah adalah

Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Tata cara pemungutarr Pajak Hotel dan Pajak

Restoran harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga Kabupaten

Barito Timur dapat memungut Pajak Hotel daa Pajak Restoran sesuai dengan

ketentuan perundang - undangan yang beriaku.

Selanjutnya dalan Peraturan Bupati irri diatur secara jelas dan tegas

mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Peia-k Hotel dan Pajak

Restoran. Di sampitg itu, juga diatur hal - hal yang berkaitan deagan tata cara,

administrasi pemungutan dan sanksi.

PASAI, DEMI P*,SS,L

Pasal 1

Cukup jeias.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

53A$q.ds,F
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Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jel,as.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal Ll
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat {1)

Cukup Jelas.

Ayat {2}

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas

pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat kepetapan pajak

ditujukan kepada Wqiib Pajak tertentu yang disebabkan oleh

ketidak benaran dalam pengisian SP?PD atau karena

ditemukanrrlra data fiksal tidak dilaporkan oleh Wajib Pdak.

F'AFTAF
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Pasai

Pasal

Memberikan kewenangan kepada Bupati untuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN hanya terhadap

kasus - kasus tertentu, dengan perkataan lain terhadap Wajitt

Pajak tertentu yang nyata nyata atau trerdasarkan hasil

pemeriksaan tidak memenuhi kewajitran formal dan/atau

kewajiban materiaJ.

Contoh:

1. Seoratg Wajib Pqiak tidak meayampaikan SPIPD pada tahun

2015. Setetrah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga

belum firenyampaikan SPfPD, maka dalam jaagka waktu 5

(iimal tahun Bupati dapat menertritkan SKPDKB atas pajak

yang terutang.

2. Seorang Wajib Faiak menyarlpaikall SPTPD pada tahun

2015. Dalam jangka wa.lrtu 5 [ima] tahun, ternyata dari hasil

pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak trenar. Atas

pajak yarrg terutaag yaag kurang bayar tersetrut Bupati dapat

menerbitkan SKPDKB ditamtlah dengan sarrksi administrasi.

3. Wajitr Pajak sebagairnana dirnasud dalam cantoh yang telah

diterhitkan SKPDKB, apatrila dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru

dan/atau data yang stmula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,

Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pqiak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata

jumlah paiak yang terutang sama ksarnya deagan jumlah

kredit pa.iak atau pqiak tidak ter"utang dan tidak ada kredit

pajak, Bupati dapat menertritkan SKPDN.

Ayat {3}

Cukup jeias.

Ayat {4}

Cukup je1as.

16

Cukup jelas.

L7

Cukup jelas.

18

Cukup jelas.

Fs-&$q&ffi

Pasal



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

{u
Cukup jelas.

t2],

Cukup jelas.

t3)

Cukup jelas.

{4)

Cukup jelas.

ts)

Cukup jelas.

{6)

Ketentuan ini juga dapat mengatur bahwa Wajib Pajak juga dapat

melakukan pembayaran atau trrenyetoran pajaknya pada

Bendatrara Penerimaan BAPENDA, dengan ketentuan \Mqiib

Pajak menerima Bukti Terima/Pembayaran Sementara yang sah

dari BAPENDA. Bendahara Penerima BAPENDA harus

meyetorkan pajak tersebut selambat- lambatrrya 1 X 24 je n, dan

jika besok hari jatuh pada hari Iibur atau tanggal merah maka

penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.

PAre.Atr
$flFisA
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Pasal 27

Cukupjelac.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelao.

Pa$sl 30

Cukup jelao,

Pasal 3L

Cukup jelas,

,'fl Pasal32

Cukup jel,as.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukupjelas.

Pasat 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

PAFT.A.F
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TAMPIRAI{ I
PERATT'RAI'T BUPATI BARITO TIIUUR

I!-YPI- I rArrulr 2o2L
TTUTAITG
PEDOMAI$ PTLAI(SAITAAN PTIUITITGUTA]T
PA"IAI{ I{CYTEL DAIY PAJATT RT$TORAT

A. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan Pajak Hotel

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya

Kode Pos: 73611
Tamiang Layang

FORMULIR PBNDATAAN
PAJAK DAtrRAH

PAJAK HOTBL

Tanggal Pendataal

A NPWPD

rT*t
B. NAMA WAJIB PAJAK

C. Ai.AMAT WA.IIB PA.IAK

D.NAMA USAHA
E. AL{MAT TEMPAT USA}"IA

F. DESA / KECAMATAN

G. DATA UMUM HOTEL 1. Jumlah Kamar
\rIP
Standar

2. Fasilitas Hotel

l-llnternet/ Wffi l--l Toko/ Mini Market

l--lsetrika I-l Cafetaria

3. AuIa/ Gedung Pertemuan
Kapasitas ..........Orans

Slrrrqf Tzirr

Golongan Hotel

H.TBLtrPHONtr

Ketua Tim,

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PtrNDATAAN .

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam
NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, F, G dan H : Diisikan sesuai dengan yang tercaltum dalam Surat
izin Usaha yang berlaku {apabila sudah ada) atau diisi
sesuai keadaan/ lokasi usaha

ree *,"

P*eh{l&tr;
%
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B. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan Pajak Restoran

PBMERINTAH KABUPATtrN
BARITO TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya

Kode Pos: 73611
Tamiang Layang

FORMULIR PENDATAAN
PAJAK DAERAH

PAJAK RESTORAN

Tanggal Pendataan

A" NPWPD

B.NAMA WAJIB PAJAK

C. AI,AMAT TVAJIB PAJAK

D.NAMA USAI{A

E.ALAMAT TEMPAT USAHA

F. DESA 1 KECAMATAN

G. DATA UMUM RESTORANI
RUMAH MAKAN

1. Jumlah Meja

2. Jumlah Kursi

3. Jum1ah Pegawai

Sttret Tzin

H.?EI,EPHONE

Ketua Tim

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN .

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam
NP\MPD (apabila sudah adai

Kolom B, c, D, E, F, G dan H : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam surat
Izin Usaha yang berlaku {apabila sudah ada} atau dfisi
sesuai keadaan/ iokasi usaha

BUPATI BARITO TIMUR,

E3dtuE8.Sq$r

',*.Iiliit,l ,.,]iiii



LAMPIRAIIT II
PERATT'RATS BI'PA?I BAAI"O ?NUIUR

rroMoR 8 ?A}rIrrF 2lO?1

TEilTAIrG
PTDOMAIT PTLAKSAITAAN
PEMIII{(}UTAIT PA*IAI( HOTEL DAN
PA"'AIT BTSTORAIIT

Rentrrk dan format isian formulir aftaran
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM BuYa

Kode Pos 73611
?amiang LaYang

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Yth.

NomorFormulir
di

--_TEKETTI}fIT :

ditanAa tangani, hmap diserahkan kembali kepada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur langsung atau dikirirn rnelalui Pos

oaling larnbat tanggal
I}IISI OLEI{ }YAJIB PAJAI{

Tst.

Tcl-

Tgt.

Tcl"

Surat izin Galgguan

S"rat idt Usah-

Surat irin 

-
S*-t iri, 

-

No.

No.

No

N"

@ dingan bidang usahanya)

-L H-t"t

il R-sttt*
tl Hiburan

i R"kt-*-

n P""-t".grt J"l*t

4

*:l f:l rl,i ili,itt



n Pengambilan dad atau Pem anfaztax Air taaah

I Lainnya

BUPATI BARITO TIMUR,

I(ETE&dNGAN PENGAMBIT ATAU PENGU SAHA

5. N-aruarerlsarrftit I ptrrgt}sah{r

5. Jabatan

7. Alamat Temrat Tineeatr { Melampirkan Identitas yang dilaporkan }
- DusunlJalan

- RT/R1i/IRK
- Desa,rKelurahal

- Kecamatan

Kabupaten /I(ota

Nomor telepon

- Kode Pos

8. Kewajiban Pajak

,I Pajak Hotel

n Pajak Restcran

n Pajak Hiburaa

I Pajak Reklame

n Pqiak Penerangan Ja1an

il Pet'ak Mineral Bukan Logaru dan Batuan

n P4jak Parkir

n PEak AirTanah

il Pqiak Sarang Burung Walet

n Pejak.

..24..

NamaJelas

Ta:rda Tangan :

FI"&SqAF
flilEA$ ri[JrUIi4 H.li$,,*{L/.l il$rffi es$. r, $ffiKm&

V (. /4



LAIVIPIRAIS IU
PTRATTIRAtr BUPATI BARITO TIMUR
NoMoR E rArflnt 2o2L
TENTAITG
PEDOITIAIT PTLAIISAIIIAAIT PTMUITGTITAII
PAJAI( HOTEL DAIT PA*IAI( RESTORAIT

A. Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMIIR

B ADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya

Kode Pos; 736i I
Tamiang Layang

SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH (SPTPD)

P,4JAK
RESTORAN

Nomor : ................
Masa Pajak, ..................'..'
Tahun : ....,,..........

Tgl diterimaBAPENDA

FEREATIAN:
l. Baca petunjuk pengisian.

2.Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
3" Setelah diisi dan ditandatangani. harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito

Timur paling lambat l0 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak
4.Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai

Peraturan Daerah yang bedaku.

A NPWPD

B. NAMA WAIIB PAJAK
C. ALAMAT WAJIB PAJAK

D. NAMA USAHA

E. ALAMAT TEMPAT

F. DESA/KECAMATAN
G. TELEPHONE

H. PERUBAHAN IDENTITAS ADA / TIDAK {Coret yang tidak perlu)

i. DASARPENGENAAN
PAJAK

( Coret yang tidak perlu )

OMZET /PENDAPATAN JUMLAH (Rp.)

l. Omzet sehari

2. Amzet sebulan

Tgl. s/d

Jumlah total

J. PAJAKTERUTANG Tarif Pajak 10 %

K. YANG HARUS DIBAYAR
L. PERNYATAA}J

WAJIB PAJAK/
KUASANYA

Dengan menyadari sepenuhnya akan Akibat
]^-*^-,,1, -^-1-^: ^^-,,^: a^-^+!.r-{,1^^-^1" .,^*^ T. Layang,r", ,,4

berlaku, maka saya menyatakaa data yang

diisikan beserta lampirannya adalah

yang sebenar-benarnya.

M. PEMBETULAN IDENTTTAS

I NPWPD

2. NAMA WAJIB PAJAK

3. ALAMAT WAJIB PAJAK

4. NAMA USAHA
5. ALAI\{AT TEMPAT USAHA

6. DESAIKECAMATAN
7. TELEPHONE



PETUNJTIKPENGISIAN SPTPD :

Kolom A : Diisi sesuai dengan datayang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B,C,D,E,F dan G . Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah

ada)
atau diisi sesuai keadaanllokasi usaha

Kolom H : Pilih salah satu

Kolom I : Disikan sesuai dengan data yg ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang

bersangkutan
Kolom J : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10% (dua puluh lima persen)

Kolom K : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom L : Ditandatangani oleh Wajb Pajak
Kolom M : Diisi aoabila ada oerubahan.

rl^'

'l)



B. Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SFrIP

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya

Kode Pos: 7361 I
Tamiang Layang

SI'RAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAKHOTEL

Nomor

Tahun , ....".............'

Tgl diterimaBAPENDA

PERHATIAN:
1. Baca petunjuk pengisian.
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito

Timur paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak
4.Keteriambatan penyerahan SPTPD sebaga.imana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai

Peraturan Daerah yang berlaku.

A. NPWPD

B. NAMA WAJIB PAJAK
C. ALAMAT WAJIB PAJAK

D NAMAIJSAHA
E. ALAMAT TEMPAT

F- DESA/KECAMATAN
G- TELEPHONE

H. PERTJtsAHAN IDENTMAS ADA / TIDAK (Coret yans tidak perlu)

DASARFENGENAAN
PAJAK

( Coret yang tidak perlu )

OMZET / PENDAPATAN fUMLAH(Rp.i
l. Jumlah Pengunjung Sehari

2. Jumlah Pengunjung Sebulan

Tgl. s/d

Jurnlah total

J. PAJAKTERUTANG Tarif Paiak 10 %

K. YANG}IARUS DIBAYAR

L. PERNYATAAN
WAIIB PAJAIO
KUASANYA

Dengan menyadari sepenuhnya akanAkibat
+*-^^,,1- -^^1.-: ^^^,,^: -^#-+r--^n,l^^*^L .,^-^ T. Layang .t,",
berlaku, maka saya menyatakan data yang

diisikan beserta lampirannya adalah

yang sebenar-benarnya.

M PEMBETI-ILAN IDENTITAS

I NPWPD

2. NAMAWAJIBPAJAK
3. ALAMAT WAJIB PAJAK

4. NAMA USAHA

5. ALAMA'T TEMPATUSAHA
6 DESA/KECAMATAN
7 TELEPHONE



PETT]NJTIK PENGISIAN SPTPD :

Kolom A : Diisi sesuai dengan data yarg ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B,C,D,E,F dao G : Diisi sesuai dengan yang iercantum dalam Surai Izin Usaha yang berlals (apabila

sudah ada)
atau diisi sesuai keadaanflokasi usaha

Kolom H
Kolom I

Kolom J
Kolom K
Kolom L
Kolom M

Pilih salah satu

Disikan sesuai dengan data yg ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang

bersafigkutan
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Paiak |fflo (dua puluh lima persen)

Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir

Ditandatangaoi oleh Wajb Pajak
Diisi apabila ada

/-rr,
I



LATYIPIRAI{ IV
PERATURAII BI'PATI BAruTO TIMTIR'
NOMOR B rArruil 2c?,-
TENTAI'IG
PEDOMAH PELAKSAIITAAH PEMUITGUTAI{
PA.'AT( HO?EL DAN PS"'AI( RESTORAH

A. BeutuL dan Isi Surat Ketetapan PaJak Daerab {Sl(PDl

.T\

,.

SURAT KETETAPAN
Nomor :

Masa P4iak :

PAJAK DAERAH
Tahun :

Nama \Majib Pajak
Alamat
Nama Usaha
Alamat Usaha
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempn
Keterangan

Jumlah {Rp}Jenis Pajak DaerahKode Rekening

Jumlah Keteta.pan Pokok Pqiak
Jumlah Sanksi a. Bunga

b. kenaikan
Jumlah Keseluruhan

Dengan Huruf :

PERIIATIAN :

Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah {BPK Cabaag Taaiaag Layaag
lSPZDl, Na Rekening : O202-OO1-538-1) dengan menggunakm Surat Setoran Pajak Daerah

{sPPD}
Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling iama 3O hari setelah SKPD
diterima dikenakal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2Yo perbulan.

Tamiang Layang,
KABID PAJAK DAERAH



B. Bentuk dan Isi Surat Tagihar Pajak Daerat {STPD}

TTOP DIITAS

SURAT ?AGII{AI{ PA"'AK DATRAII

Kepada

Nomor :

Tanggal :

di.........".

Tanggal jatuh tempo :

i. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomcr 2 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah tetah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewqji
pembayaran Pajak Hotel/Restoran* terhadap :

Nama Usaha
Alamat
Nqma Pemilik
Alamat

IL Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagai
tlerikut :

1. Pokok pqiak yang harus dibayar Rp..

2. Telah Dibayar tanggal Rp...

3. Pengurangal Rp..

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan {2+3} Rp..

5. Kurang Dibayar {1-4} Rp...

6 Sonlrsi qrir"nirriefrqsri trrrnoq trerrrrrq IP;*eql Pprr{q lVnvnnr ? Rp..
Tahun 2018)
Bunga : .........bulan X 2o/oX Rp.,..........{5}

7. Jumlah yarg harus dibayar {5+6} Rp...

Dengan Huruf :

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur

Kepala Bidang Pajak Daerah,

NIP
* Coret ud?LC tidak

*}AR.&F
f;ABEfi HU(UN ${trF4ie, Sp# AS$. ,r $EKMA

? ( 4



Potorq di,sini

TANDA TERIIyIA
No. SKPD :

Nama Wajib Pajak
Alamat
Nama Usaha
Alamat Usaha
NP\ilPD
Masa Pajak
Pajak Terutang Rp.

Yang Menerima,
{Nama}

(................................)

"|'

.t'

PAFRAF
tffii0HUr0t KEPALAOPD Ass. r SEI(IIA

{
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C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDI(BI

KOP DIIYAS

SUNAT KETE?APAIY PAJAT( DAIRAII KURAITG BAYAR
Kepada Yth :........

Norrror :

Tanggal : Tanggal jatuh temPo :

I" Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaal atau trerdasarkal
keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel/Restoran* terhadap:
Narna Usaha :

Alamat : .............
Nama Pemilik : .............
Alamat : .............

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar
ada-lah setragai berikut :

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur

Kepala Bidang Pajak Daerah,

NIP
* Coret gang tidak perlu

di

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel/Restoran* Rp..

2. Pq'ak Hotel/Restoran*
l0o/ox Rp.........i1)

yang terutang : Rp...

3. Pajak Hotel/Restoran* ya:rg seharusnya dibayar {2} Rp..

a. Pajak Hotel/Restoran* yang telah dibayar Rp...

5. Pajak Hotel/Restoran* yang kurang dibayar

{3-4}
Rp..

6. Sanksi administrasi berupa: iPasal ....Perda

Nomor 2 Tahun 2018):
Rp...
Rp...

a. Bunga = 2Yox....." buian x Rp......(5)

b. Kenaikan = 25 alo x (2) + 2o/o x .... bulan x Rp....{5)

7. Sanksi administrasi a atau b Rp...

8. Pengurangar atau penghapusal sanksi administratif Rp...

9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7i-8 Rp...

Dengan huruf :

pr&&&&ffi i

il4gAGi{iitiiJlii KtrF&$*p# ASS" r, SEKDA

Y (/ {



D. Bentuk dan Isi $urat Ketetapan Pajak Daerah Kuraag Bayar Tambahan {SKPDKBT}

I{OP DI1TAS

SURAT XTTTTAPAIT PAJAI( DATRA}I KURAITG BAYAR TAMBATIAS

Kepada Yttr :

di
Nomor :

Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya setringga
ditemukan data baru danlatau data yang semula belum terungkap mengenai
pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel/Restoran* terhadap :

Narna Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

lI. Berdasarkan pe
sebagai berikut

rneriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalqh

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur

Kepala Bidang Pajak Daerah,

(................................)

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel/Restoran* Rp..
2. Pajak Hotel/Restoran* yang seharusnya

terutang : lQYax Rp......".(1)
Rp...

3. Pajak Hotel/Restoran* yang seharusnya diLrayar
(21

Rp...

4. Pajak Hotel/Restoran* yang telah dibayar Rp..
5. Jum1ah Kurang Bayar Tambahan ( 3 * 4 ) Rp..
6. Sanksi administrasi berrrpa kenaikan Pajak

Hotel/Restoran* (Pasal ....Perda Nomor 2 ?ahun
2018):

Rp."

Kenaikan : 100 7o x Rp............(5)
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif
Rp..

L Jumlah yang masih harus dibayar (5+O)-Z Rp..
Dengan huruf :

* Coret Aang tidak perltt
NIP

g,sglLdJddf\.#:
irffir.Halr}r:nr.ffi .r.iiif,efisli@

tiHi,liiil i:,:rl [/r$li. .f



E. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil {SKPDN}

KOP DIIYAS

SURAT KETITAPAIII PA.IAI( DAERAII ITIHIL

Nomor :

Tanggal :

di...........

Tanggal jatuh tempo :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2A18
tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan
lain mengenai pel,aksanaan kewajitran Pajak Hotei/Restoran* terhadap :

Alamat
Nama Pemilik
Alamat

IL Berd"asarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel/Restoran* Rp...

'2. Pajak HotellRestoran* yang terutang :

too/ox Rp.........(U
Rp..

3. Kredit Pajak

a. kompensasi keletrihan periode
b. setoran yang dilakukan
c. Iain-lain
d. jumlah yang dapat dikreditkan

sebelumnya

{a+b+ci

Rp
Rp
Rp

Rp..

4. Jum1ah kurang {lebih) pembayaran pokok pq'ak

{2) * (3d}
Rp..

Dengan huruf:

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur

Kepala Bidang Pajak Daerah,

NIP
x Coret gang tidak perlu

6;&&F.fl.d&.F

#$il$t{uli"tjld f,LP$tL,q *FS &$$. , SEKDA

? { 4

BUPATI BARITO TIMUR,



LAMPIRAI{ V
PERATURAI{ BUPATI BARITO TIMUR
I{OMOR 8 TAHUN 2A2T
TEITTANG
PEDOIIIAI{ PETITKSAITAAI{ PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DA![ PAJAK RTSTC}RAIY

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 73611 Tamiang Layang

Tamian
Kepada

g Layang
:

Yrh.

di Tempx

SURAT TEGURA.N
LII{TUT( MEI{YAMPAIKAN SPTPD

Nomor:....

Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat Wajib Pajak

l.{ama Usaha
Alamat Usaha

Berdasarkan catatan kami ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikm SPTPD dan lampiran

keterangan/dokumen ke BADAN PENDAPATAN DAERA$ PEMERINTAH KABUPATEN BARITCI TIMUR yaitu:

- SPTPD dan data Peadukung periode .

- Jenis Pajak :

Maka dengan ini kami miata agar Saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran ketera{tgan/dokumen pendukung

paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima"

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang

saudara miliki secara Jabatan dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pajak Dan Bunga, yang akan

merugikan Saudara Sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudarq agar kewajiban Saldara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Tamiang Layang,

KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI BARITO TIMUR,

F&^ffi.eF
{&B&$ t'iiilitji't l{ljil;il.f, ,t"'#t
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LAIIIPIRAX VI
PERATI'RAN BUPATI BAnI1|1O TIMITB
I[O*IOR
TTITTAITG
PEI,OUAtr PSI,AI(SAE*.cITT PEMINYGUTAIT
FA.'AN HOTET DAIT SAJAI( RTSTORAiIT

8 TAlruil zoDL

Bentuk dan Format Surat Paksa

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

J1. Baruh Rintis DAM Buya
Kode Pos 57361 I

SURAT PAKSA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BIIPATI BARITO TIMUR

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

Jumlah RP . .

1. Memerintahkan Wajib Pajat</ Penanggung Pajak untuk membayar Jumalah Tunggakan Pajak

tersebut ke BKP Badan Pendapatan Daerah atau Banlc Pembangunan Daeratr, ditambah dengan

biaya Penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemeberitahuan swat paksa ini.

2. Memerintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita yang lain yang

ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang -
barang milik wajib pajakl Fnanggung pajak, apabila dalam wakfu 2X}4jam surat paksa ini tidak

dipenuhi.

Jenis PajaU
Retribusi

Tahun Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD,
SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK
Pembetulan- SK Putnsan Bandins

Jumalah Tunggakan
Pajak
(npi

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILTINASI DALAM $/AKTU
2 X 74 JAM SETELAH MENERTMA SURAT
PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANruTKAN DENGAN PENYITAAN
Pasal 11 UU No. 19 Tahun 1997



Pada hari ini ............... tanggal bulan

Badan Pendapatan Daerah ....".. yang

Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah

tahun Atas Permintaan KePala

beralamat di JI. ....... Saya juru sita Pajak

Yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara

Bertempat tinggal di Berkedudukan

sebagai Surat Paksa disebatiknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita

Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh karena itu

harus menyetor di BKP Dipenda atau BANK Pembangunan Daerah sebanyak Rp

... Denga tidak mengurangi kelyajiban urrtuk membayar biaya-biaya penagihan

ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waklu yang ditentukan, maka harta bendanya

baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan

dijual dimuka umum dan hasil penjualawrya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga

dan biaya - biaya yaag berhubungan dengan pelaksaaaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya Juru Sita Pajak, telah menyerahkar salinan surat Paksa ini kepada wajib paJaV

Penanggung Pajah dan saya lakukan di tempat tinggaU keduduk*n orang pribadi/ badan yang

menanggung pajak"

Penyerahan salinan surat Paksa ini dilakukan kepada

Bertempat tinggal di

disebabkan

Yang menerima Salinan Surat Paksa Juru Sita Pajak Daerah

{... . . .... ..... . ... ..}

Jabatan : .."...................

(

NIP

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut

1. Biaya Harian Juru Sita Rp. ,..,. .....

2.Biaya Perialanan Rp.

Jumlah

F#"fqrd},{F
BUPATI BARITO TIMUR,



Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

*coret yang tidak periu

LILMPIBAIT Vil
PERATT'RAIT BI'PATI BARITO TIMTIR
NOIUOR B ?AHUlt 2s21
TENTTAITG
PEDOMA1T PELAI{SAIiIAAIT PEMUITGUTAN
PA"IATT HOTEL DAIT P6"I3I( RESTOBAN

BEHTIIK STTRAT KEPUTTI$AI{ PEII{}URASTGAII PA"TAI(

{KoP Bupati)

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
TEN?ANO

PEMBEzuAN PENGURANGAN PAJAK
Bupati Barito Timur,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturaa Bupati Barito Timur
Nomcr ... Tahua .... Tentang Pedcman Petaksalaan Pemungutan Pajak Hotel
dan pqjak Restoran mengeaai pemberiarr pensurangan atau keringanan pajak
hotel dan pajak restoran;

b. bahwa trerdasarkal hasil pemeriksael sederhana atas permohonan
pengurangan Pqiak Hotel/Resloran*) Nomor .:.'..... tanggal....'
ierO-apat/tidak terdapat") cukup alasan untuk mengurangkan tresarnya
Pqiak HotellRestoran*i yang terutang;

b. bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Keputusan BuptiBarito Timur tentang ......'..."';

1. peraturan Daera} Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang
pajak Daerah (Lembarar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 nomor
2l;

2. peraturan Bupati Barito Timur Ncmor ....."tentang Pedoman Pelaksanaan
Pernuagutan P4iak Hotel dan Pqiak Restoran"

: Surat permohonan pengurangan Pajak Hotel/Restoraltr) atas nama.-'..'...'...."
Tanggal yang dilerima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Tirnur pada tanggal

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BUP#N BARI?O TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK HOTEL/ RESTORAN"} YANG TERUTANG.
Mengabulkan I Menoiak *) permohonan pengurangan Pajak Hotel/ Restoran*)
yang terutang kepadaWajib Pajak:

Namawajib Pdak
Alarnat Wajib Pqiak
NamaUsaha
Alamat Usaha
Besarnya Pengurangan

Berdasarkan jumlah be sarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu Pajak HotellRestoran*l yang seharusnya dibayar adatah sebagai berikut:
Pajak Hotel/Restoral") yang terutang :

Besarnya Pengurangan {..... % x Rp .....}
Jumlah Paiak Hatel/Restoran*) Yang Seharusnya Dibayar
{................ ............. ..i
Keputusan Bupati Barito Timur ilri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamialg Layang
Padatanggal :

BUPATI BARITO TIMUR,

BUPATI ITO TIMUR,

sffiEtr-flA

ffi&rq-d-uF


